BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR § TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pemberian tambahan
penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dalam
meningkatkan disiplin dan kinerja Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh
Tamiang, dipandang perlu melakukan perubahan
kedua atas Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 4
Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Aceh Tamiang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun
2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Aceh Tamiang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang
Pembentukan  Kabupaten Aceh Barat Daya,
Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya,
Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh
Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4179);

\ 2. Undang-Undang/f*. q



10.

idw

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);

Peraturan  Menteri Dalam  Negeri Nomor 12
Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja
di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011
tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;

\

11. Peraturan.l.



Menetapkan

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun
2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013
tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan
Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018
tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700
Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri
Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan
Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Daerah;

16. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah  Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran
Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2016 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang
Nomor 44),

17. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun
2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh
Tamiang (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang
Tahun 2020 Nomor 4), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 5
Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang
Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG NOMOR 4
TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG.

Pasal. \



Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh
Tamiang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tambahan
Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang (Berita Daerah
Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2020 Nomor 4),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2021 (Berita Daerah
Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2021 Nomor 5) diubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 3 (tiga) angka yakni
angka 26, 27 dan 28, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang;

2. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut
Pemerintah Kabupaten adalah unsur
penyelenggara pemerintahan Kabupaten yang
terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah
Kabupaten Aceh Tamiang;

Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang;

Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat
yang mempunyai kewenangan menetapkan
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian
pegawai Pegawai Negeri Sipil dan pembinaan
manajemen Pegawai Negeri Sipil di instansi
pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah
Kabupaten Aceh Tamiang;

6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur
pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
kabupaten;

7. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Kepala PD adalah Kepala Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Aceh Tamiang;

8. Pegawai.|, \



8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat
PNS adalah Warga Negara Indonesia yang
memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai
Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina
kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan;

9. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya
disingkat dengan CPNS adalah Calon Pegawai
Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Aceh Tamiang;

10. Pegawai adalah PNS dan CPNS Pemerintah
Kabupaten Aceh Tamiang;

11.Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah
sekelompok jabatan tinggi pada Pemerintah
Daerah.

12. Jabatan administrasi adalah sekelompok jabatan
yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan
pelayanan publik serta administrasi
pemerintahan dan pembangunan;

13. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan
yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan
pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu;

14. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai
ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi
pada Pemerintah Daerah;

15. Pejabat administrasi adalah Pegawai ASN yang
menduduki Jabatan Administrasi pada
Pemerintah Daerah;

16. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang
menduduki Jabatan Fungsional pada Pemerintah

Daerah;
17. Pegawai Titipan Masuk adalah ASN dari
Kementerian/Lembaga /Pemerintah Daerah

Provinsi/Kabupaten/Kota lain yang bekerja pada
Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;

18. Pegawai Titipan Keluar adalah ASN Pemerintah
Daerah yang bekerja pada Kementerian/
Lembaga/Pemerintah Daerah Provinsi/
Kabupaten/Kota lain;

19. Kelas  Jabatan adalah penentuan dan
pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai
suatu jabatan;

\ /~ 20. Aktivitas.'.v
v
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21.
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23.

24.

25.

26.

27,

28.

Aktivitas Harian Jabatan adalah kegiatan yang
dilakukan oleh ASN yang berhubungan dengan
tugas dan fungsi jabatan;

Validasi  Aktivitas Harian adalah  proses
pemberian penilaian oleh atasan berupa setuju
atau tidak setuju setiap aktivitas yang
disampaikan oleh bawahan;

Waktu Kerja Efektif adalah waktu kerja menurut
ukuran waktu tertentu berdasarkan peraturan
yang berlaku dikurangi dengan waktu istirahat
dan waktu kelonggaran;

Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya
disingkat TPP Pegawai adalah penghasilan yang
diberikan secara bulanan berdasarkan kinerja
bulan sebelumnya kepada Pegawai di luar gaji,
tunjangan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama,
tunjangan Jabatan Administrasi dan tunjangan
jabatan fungsional;

Aplikasi  e-kinerja adalah suatu program
komputer yang menggunakan jaringan internet
untuk mencatat, merekam dan menyimpan
seluruh aktivitas kerja pegawai berdasarkan
uraian tugas;

Sistem Absensi Elektronik adalah sistem yang
terdiri dari aplikasi komputer, infrastruktur
mesin absensi elektronik, infrastruktur jaringan
dan server untuk merekam kehadiran pegawai
setiap hari.

Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt
adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin
dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.

Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh
adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin
dari  pejabat definitif yang  berhalangan
sementara.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan
yang wajib disampaikan oleh penyelenggara
negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya
saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan
pensiun.

\ 2. Ketentuan..
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2. Ketentuan Pasal 24 ayat (3) dan ayat (4) diubah

3.

sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 24

(1) Bagi Pegawai yang ditunjuk sebagai Penjabat (Pj)
atau Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah
diberikan TPP Pegawai sesuai dengan jabatan
Sekretaris Daerah.

(2) Dihapus

(3) Pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana
Tugas (PIt) atau Pelaksana Harian (Plh) menerima
TPP Pegawai yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua
puluh persen) dari TPP Pegawai yang lebih rendah
pada jabatan definitif atau jabatan yang
dirangkapnya.

(4) Pejabat satu tingkat di bawah jabatan definitif
yang berhalangan tetap atau berhalangan
sementara yang merangkap sebagai Pelaksana
Tugas (PIt) atau Pelaksana Harian (Plh) menerima
TPP Pegawai yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua
puluh persen) dari TPP Pegawai yang lebih rendah
pada jabatan definitif atau jabatan yang
dirangkapnya.

(5) Tambahan TPP Pegawai bagi Pejabat yang
merangkap sebagai Penjabat (Pj), Pelaksana Tugas
(PIt) atau Pelaksana Harian (Plh) diberikan bagi
yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat
1 (satu) bulan kalender.

Judul BAB X dan Pasal 25 diubah serta di antara
Pasal 25 dan Pasal 26 disisip satu Pasal baru, yakni
Pasal 25A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB X
PENGHENTIAN DAN PENUNDAAN PEMBERIAN
TPP PEGAWAI

Pasal 25

(1) Pemberian TPP Pegawai dihentikan sementara
apabila Pegawai :
a. tugas Dbelajar dan diberhentikan dari
jabatannya;
b. diklat yang merupakan rangkaian tugas
belajar;

\ c. diperbantukan. }.



c. diperbantukan pada instansi di luar
Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;

d. berstatus sebagai Pegawai titipan keluar;

e. cuti karena alasan penting yang melebihi dari
1 (satu) bulan, cuti di luar tanggungan negara
dan cuti besar;

f. diberhentikan sementara;
tidak masuk kerja karena cuti sakit lebih dari
2 (dua) bulan secara berturut-turut;

h. tidak hadir tanpa keterangan selama 6 (enam)
hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) bulan;

i. dihapus;

(2) Pemberian TPP Pegawai dihentikan apabila

Pegawali :

a. meninggal dunia;

b. bebas tugas;

c. mutasi keluar Pemerintah Kabupaten Aceh
Tamiang terhitung Sejak Tanggal
Melaksanakan Tugas (TMT) ditetapkan;

d. memasuki batas usia pensiun terhitung Mulai
Tanggal Pensiun,;

e. mengambil Masa Persiapan Pensiun terhitung
dari tanggal penetapan Masa Persiapan
Pensiun.

(3) Penghentian sementara pemberian TPP Pegawai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
diberlakukan apabila Pegawai yang bersangkutan
kembali menjalankan tugas.

(4) Pegawai yang diberhentikan sementara pemberian
TPP Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf h, diberikan sanksi berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil

(5) Apabila Pegawai meninggal dunia maka kepada
yang bersangkutan diberikan TPP Pegawai secara
penuh.

Pasal 25A

Pemberian TPP Pegawai ditunda sementara apabila

PNS selaku wajib LHKPN belum menyampaikan

LHKPN kepada BKPSDM.

Pasal Il

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar.. l
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Aceh Tamiang

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 2 Moxet 2022 M
28 Radale 1443 H

d
BUPATI ACEH TAMIANG‘

Warnerd

) MURSIL
Diundangkan di Karang Baru
pada tanggal, 2 Macet 2022 M
- 29 Rl 1443 H

SEKRETARIS DAERAH ).
\ KABUPATEN ACEH TAMIANG

ASRA

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022 NOMOR %



